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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan  

1. Perlindungan Data Pribadi Menurut European Union General Data 

Protection Regulation (EU GDPR)  diatur secara rinci dan jelas dalam 

setiap pasal dalam EU GDPR salah satunya pengaturan tentang hak-hak 

pemilik data pribadi dapat dilihat pada Chapter III EU GDPR yakni hak 

subjek data untuk transparansi informasi dalam hal pemrosesan data 

pribadinya, hak mengakses informasi terhadap tujuan pengumpulan data 

pribadinya, hak untuk menghapus dan koreksi data pribadinya, hak untuk 

menolak pemrosesan data pribadinya dan hak untuk membatasi 

pemrosesan data pribadinya. Sedangkan prinsip pengaturan perlindungan 

data pribadi yang diatur didalam EU GDPR sebagai berikut:  

a) Data pribadi harus diproses sesuai hukum, adil dan transparan 

b) Diperoleh sesuai dengan tujuan penggunaannya, jelas, spesifik 

kecuali untuk kepentingan public, science dan riset 

c) Relevan dan terbatas sesuai dengan tujuan penggunaannya 

d) Terjamin keakuratannya 

e) Dibatasi penyimpanannya 

f) Terjamin keamanan, integritas dan kerahasiaannya 

Begitu juga dengan pengaturan terhadap ganti rugi dan pertanggung 

jawaban serta sanksi terdapat dalam Chapter VIII EU GDPR yang 

menyatakan bahwa pemilik data pribadi dapat meminta ganti rugi kepada 
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pengendali dan/atau pemroses jika data pribadinya disalah gunakan dan 

diproses tidak sesuai dengan tujuan atau terdapat pelanggaran. 

2. Perlindungan Data Pribadi secara internasional diatur melalui prinsip 

perlindungan data yang termuat dalam Organization for Economic Co-

Operaration and Development yang menjadi acuan dan pedoman Negara-

Negara di Dunia dalam merumuskan regulasi perlindungan data pribadi 

untuk Negaranya, di Indonesia implementasi perlindungan data pribadi 

sudah dilakukan pemerintah, namun pengaturannya masih dalam bentuk 

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang akan 

dijadikan regulasi perlindungan data untuk menjaga kedaulatan negara, 

dimana peraturan ini mengatur tantang penggunaan internet yang berkaitan 

dengan pengolahan data ataupun transfer data menggunakan jaringan 

internet. Oleh karena itu dinas terkait yang melakukan pemrosesan data 

pribadi di Indonesia hanya bisa melakukan sosialisasi tentang pentingnya 

data pribadi kepada masyarkat dan melakukan kampanye agar masyarakat 

lebih bijak dalam berselancar dan menggunakan jaringan internet agar 

terhindar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terus 

dilakukan dan galakan oleh pihak-pihak terkait hingga Undang- undang 

perlindungan data pribadi disahkan menjadi regulasi perlindungn data di 

Indonesia. 

B. Saran  

1. Pemerintah diharapkan dapat mempercepat pengesahan Rancangan 

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. 
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2. Pemerintah diharapkan dapat membentuk otoritas atau Lembaga 

perlindungan data pribadi di Indonesia. 

3. Kepedulian masyarakat terhadap pentingnya untuk melindungi dan 

menjaga data pribadi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab 

serta berhati-hati dalam berselancar dan menggunakan media sosial. 
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